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Manusia adl “zoon politicon”



Mengapa Beracara?



Apa itu Hukum Acara “Perdata”?

◦ Adalah kaidah hukum (norma) yang menentukan dan 
mengatur cara bagaimana  melaksanakan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban perdata. 

◦ Di PN, PA, PPHI, Pengadilan Niaga.

ØPerkawinan, perceraian, anak, warisan

ØPerjanjian, hutang-piutang

ØKebendaan, dll



◦ Terdapat dua cara Penyelesaian Sengketa:

1.Secara Litigasi

2.Non Litigasi.

Penyelesaian secara litigasi dibedakan menjadi dua:

1. Gugatan  Putusan

2. Permohonan  Penetapan



PROSES LITIGASI
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Dimana Gugatan diajukan?

q Prinsip: TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT (salah satu T/ T Utama)

q Gugatan dapat diajukan di TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT 
atau salah satu dari Penggugat jika:
a)T tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui 

dimana ia berada;
b)T  tidak dikenal;
c)Jika yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak 

(tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
q SESUAI KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN Jika ada pilihan 

Domisili 



Perkara Gugur

◦ Jika hari sidang pertama, P/semua P tidak datang atau tidak 

mengirim kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat atau kuasanya 

yang sah datang.

◦Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. 

◦Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi.



Alat Bukti dlm Perkara Perdata

◦Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUHPerdata

1. TULISAN

2. KETERANGAN SAKSI

3. PERSANGKAAN

4. PENGAKUAN

5. SUMPAH



DIKENAL DUA UPAYA HUKUM:

1.UPAYA HUKUM BIASA

2.UPAYA HUKUM LUAR BIASA



Ad.1.  UPAYA HUKUM BIASA

Terbuka untuk setiap putusan selama 
tenggang waktuyg diberikan UU (putusan 
blm INKRACHT) 

MENANGGUHKAN EKSEKUSI

1.Perlawanan (Verzet terhadap Putusan 
Verstek)

2.BANDING

3.KASASI



UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1.Peninjauan Kembali (Request Civil)

2.Derden verzet (perlawanan) dari pihak 
ketiga

Putusan sudah INKRACHT

Tidak menangguhkan EKSEKUSI



KAPAN PUTUSAN INKRACHT

◦Putusan Inkracht bila Upaya Hukum Biasa 
tidak dapat digunakan lagi, atau 

◦Para pihak telah menerima /tidak keberatan 
terhadap Putusan tersebut.



NON-LITIGASI
(ADR)



Bentuk ADR

1.Negoisasi

2.Mediasi

3.Konsolidasi

4.Arbitrase
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1. Negoisasi



Pengertian Negoisasi

◦ Negosiasi 

◦ Adl suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak 

masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang 

mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang 

memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah 

yang sama.

◦ (Hartman)



Tahapan negoisasi
1.Tahap Persiapan (Preparation Stage)

Menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri 

pertemuan negosiasi.

2.  Tahap Diskusi (Discussion Stage)

     Para pihak mengajukan sebuah kasus untuk suatu masalah mereka.

Keterampilan yang dibutuhkan: mengajukan pertanyaan, mendengarkan dan 

mengklarifikasi.

3.  Tahap Klarifikasi Tujuan (Clarifying Goals Stage)

 Mengklarifikasiuntuk menghindari  kesalahpahaman yang akan menghambat 

untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak



4. Bernegosiasi Bertuju pada Hasil yang Memenangkan (Negotiate Towards 
a Win-Win Outcome)

Tahap ini berfokus pada apa yang disebut juga sebagai hasil “menang-
menang” atau “win-win” di mana kedua belah pihak akan merasa telah 
memperoleh sesuatu yang positif melalui suatu proses negosiasi dan 
kedua belah pihak juga akan merasa bahwa sudut pandang mereka telah 
dipertimbangkan.

5. Perjanjian (Agreement)

Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman mengenai sudut pandang 
dan kepentingan kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan.

6. Melaksanakan Tindakan dari Hasil Perjanjian

Dari perjanjian yang akan disepakati, tindakan harus diambil untuk 
dapat mengimplementasikan keputusan perjanjian.



2. Mediasi
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Hakikat Mediasi:

�Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 
para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Perma 1 
tahun 2016)

�Tdk menempuh prosedur mediasi berdasarkan 
Perma ini, merupakan Pelanggaran Pasal 130 
HIR/154 Rbg.
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Unsur-unsur Mediasi

◦ Adanya pihak ketiga yang netral 

yang disebut sebagai Mediator yg 

diterima oleh para pihak. 

◦ Mediator bertugas membantu para 

pihak untuk mencari penyelesaian 

atas sengketa. 

◦ Mediator membantu merumuskan 

keputusan.



◦Win-Win solution.

◦ Tiap2 kebutuhan dari seluruh pihak hrs 
dibahas dlm rangka mencapai tujuan itu.

◦ Diskusikan tiap2 kebutuhan secara intensif 
sebelum mengambil keputusan.

◦ Terbuka terhadap alasan perunding lawan.

28



Tujuan saya 
menang/kalah

kompromi  win-win

     kalah/menang

kalah/menang
tujuan anda
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